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Abstrak : Penelitian ini menganalisis perspektif pengguna terhadap
implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam
meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui implementasi CTAS, mengevaluasi bagaimana
integrasi sistemnya mendukung efisiensi dan akurasi, serta
mengidentifikasi kendala dan saran pengguna. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada staf
konsultan pajak yang berpengalaman menggunakan CTAS. Hasilnya
menunjukkan bahwa CTAS telah membawa kemajuan signifikan dari sisi
integrasi dan otomatisasi, namun efektivitasnya dalam meningkatkan
efisiensi dan akurasi masih terhambat oleh masalah teknis. Oleh karena
itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan terhadap stabilitas sistem,
pemadanan data, dan penyediaan layanan dukungan teknis yang lebih
responsif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan implementasi CTAS
agar manfaatnya dapat dirasakan maksimal.

Kata Kunci : Core Tax Administration System (CTAS), Sistem
Administrasi Perpajakan, Persepsi Pengguna, Efisiensi dan Akurasi,
Reformasi Perpajakan, Technology Acceptance Model (TAM)

Abstract : This research analyzes user perspectives on the
implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in
improving the efficiency and accuracy of tax administration. The objective
is to understand the implementation of CTAS, evaluate how its system
integration supports efficiency and accuracy, and identify user constraints
and suggestions. This study employs a qualitative approach through
interviews with experienced tax consultants who have used CTAS. The
results indicate that CTAS has brought significant progress in terms of
integration and automation, but its effectiveness in improving efficiency
and accuracy is still hampered by technical issues. Therefore, continuous
improvements are needed to enhance system stability, data
synchronization, and the provision of more responsive technical support
services. This research is expected to provide input to the Directorate
General of Taxes to optimize the implementation of CTAS so that its
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benefits can be maximized.
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PENDAHULUAN

Pendapatan negara berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu

negara. Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak (Nuridah & Megawati,

2022). Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan utama untuk

membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan

pelayanan publik lainnya (Al Malik, 2025) . Tanpa pajak yang optimal, Pembangunan akan

terhambat karena keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara

berkelanjutan dan merata. Hal ini sesuai dengan data realisasi pendapatan negara pada tabel

berikut:

Sumber Penerimaan –

Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

2022 2023 2024

Penerimaan Dalam Negeri 2.630.147,00 2.634.148,9 2.801.862,90

Penerimaan Perpajakan 2.034.552,50 2.118.348,00 2.309.859,80

Penerimaan Bukan Pajak 595.594,50 515.800,90 492.003,10

Hibah 5.696,10 3.100,00 430,60

Jumlah 2.635.843,10 2.637.248,90 2.802.293,50

Sumber : BPS, 2024 (Diolah kembali oleh Peneliti)

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mengevaluasi sistem perpajakan di

Indonesia guna meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Saat ini, sistem
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perpajakan di Indonesia menganut self asessment system, sesuai dengan Undang-Undang

Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak memiliki

wewenang untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya

sendiri.

Agenda strategis yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat

Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah reformasi perpajakan.

Salah satu tonggak penting dalam modernisasi sistem perpajakan adalah implementasi Core

Tax Administration System (CTAS), yaitu sistem inti yang dikembangkan untuk menyatukan

seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital yang terintegrasi.

CTAS merupakan komponen utama dari Proyek Pemutakhiran Sistem Inti Administrasi

Perpajakan (PSIAP). CTAS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam

pengelolaan pajak (Wala & Tesalonika, 2024) . Inovasi ini merupakan langkah strategis

pemerintah dalam transformasi sistem perpajakan nasional dan mengoptimalkan penerimaan

negara dari sektor perpajakan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun

2018. Implementasi CTAS menjadi penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas

transaksi pada era ekonomi digital dan diperlukannya pengelolaan pajak yang transparan.

Sebelum diterapkannya CTAS per 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah

terlebih dahulu menggunakan DJP Online sebagai platform digital yang melayani berbagai

kebutuhan perpajakan wajib pajak, seperti pembuatan bukti potong dan kode billing

pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan layanan perpajakan lainnya.

Selain itu, platform digital yang digunakan adalah aplikasi desktop e-Faktur, website e-Faktur

dan e-Nofa untuk permohonan dan penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara daring,

pembuatan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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Dalam praktik implementasinya, CTAS masih menghadapi berbagai kendala yang

menghambat tercapainya tujuan tersebut secara optimal. Kendala-kendala tersebut

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas CTAS dalam mendukung reformasi

administrasi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana implementasi CTAS telah sejalan dengan

tujuan utamanya, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem administrasi

perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada

perspektif pengguna langsung sistem CTAS, yaitu staf di kantor konsultan pajak PT X yang

memiliki pengalaman praktis dalam mengoperasikan CTAS untuk proses administrasi

perpajakan dalam kurun waktu 3-6 bulan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai kelebihan, kekurangan, serta potensi perbaikan dari

sistem CTAS berdasarkan pengalaman pengguna di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Technology Acceptance Model (TAM)
Salah satu model teori yang sering digunakan untuk menganalisis perspektif pengguna

terhadap sistem teknologi informasi adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang

dikembangkan oleh Davis (1989). Teori TAM dapat dilihat dalam alur berikut:

Sumber : sis.binus.co.id (2016)
2. Perspektif Pengguna

Perspektif pengguna merupakan sudut pandang atau penilaian yang diberikan oleh

individu terhadap suatu sistem atau layanan berdasarkan pengalaman mereka sebagai
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pengguna langsung. Dalam konteks sistem administrasi perpajakan seperti CTAS, perspektif

pengguna mencerminkan sejauh mana sistem tersebut dianggap efisien dan akurat dalam

mendukung tugas-tugas perpajakan, baik oleh pengguna internal (seperti pegawai pajak)

maupun eksternal (seperti wajib pajak, staf pajak, dan konsultan pajak). Pandangan ini sangat

penting untuk dianalisis karena persepsi pengguna secara langsung memengaruhi tingkat

penerimaan dan keberhasilan implementasi sistem.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh individu dalam sebuah

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi merupakan bentuk manajemen yang

terstruktur, yang mencakup pengumpulan input, proses pengolahan, serta produksi output

tertentu, yang memerlukan keterampilan dan kemampuan tertentu. Berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018, sistem administrasi perpajakan sebagai

sistem yang mernbantu rnelaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Core Tax Administration System (CTAS)

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak guna memberikan kemudahan dan efisiensi dalam layanan kepada pengguna.

Sistem ini merupakan bagian integral dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan (PSIAP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

PSIAP sendiri merupakan inisiatif reformasi yang mencakup perombakan proses bisnis

administrasi perpajakan melalui penerapan sistem informasi berbasis Commercial Off-the-

Shelf (COTS), serta penguatan infrastruktur data perpajakan secara menyeluruh. Tujuan

utama pengembangan CTAS adalah untuk melakukan modernisasi terhadap sistem

administrasi perpajakan yang telah ada. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh

proses bisnis inti dalam administrasi perpajakan, mencakup tahapan mulai dari pendaftaran
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wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga proses

pemeriksaan dan penagihan.

5. Efisiensi

Menurut Mulyadi (2007), efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan

suatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi dalam pelaporan

pajak merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya

dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang seminimal mungkin tanpa mengurangi

tingkat akurasi maupun kepatuhan.

6. Akurasi

Menurut DeLone dan McLean (1992), kualitas informasi merupakan salah satu dimensi

penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu sistem. Mereka mengemukakan bahwa

kualitas informasi dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk akurasi, relevansi, dan

kelengkapan. Sementara itu, Wang dan Strong (1996) menambahkan bahwa akurasi informasi

adalah sejauh mana informasi tersebut mencerminkan realitas atau kebenaran dari objek yang

diwakili.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman yang

mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Penelitian ini sering kali

digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, atau makna yang diberikan individu

terhadap suatu kejadian atau konteks tertentu.

Objek penelitian ini adalah implementasi CTAS, khususnya dalam kaitannya dengan

efisiensi proses administrasi perpajakan dan akurasi data dalam CTAS sedangkan subjek

penelitian ini adalah pengguna sistem CTAS, yaitu staf di kantor konsultan pajak PT X yang
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secara langsung menggunakan CTAS dalam proses administrasi perpajakan dalam kurun

waktu 3-6 bulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini Adalah

observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, sampel penelitian atau

pemberi informasi (informan) ditentukan dengan purposive sample atau sampel dengan

kriteria tertentu. Informan penelitian ini Adalah 5 orang staf konsultan pajak PT X yang

sudah menggunakan sistem CTAS selama kurang lebih 6 bulan.

HASILDAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi CTAS dalam Mendukung Reformasi Perpajakan di Indonesia

Implementasi CTAS dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia

menggambarkan transformasi paradigma dari sistem yang terfragmentasi menuju integrasi

holistik. Berdasarkan temuan penelitian, CTAS berhasil menciptakan ekosistem terpadu yang

mengonsolidasikan berbagai fungsi perpajakan sebelumnya tersebar di berbagai platform

seperti DJP Online, e-SPT, dan e-Faktur. Integrasi ini secara fundamental mengubah lanskap

administrasi perpajakan melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), di mana

aspek perceived usefulness terlihat dari penyederhanaan alur kerja administrasi pajak yang

sebelumnya kompleks, sementara perceived ease of use tercermin dari kemampuan adaptasi

pengguna meski menghadapi tantangan teknis awal.

Dinamika implementasi CTAS mengungkap hubungan erat antara efisiensi sistem dan

akurasi pelaporan. Pada fase awal, ketidakstabilan sistem berdampak pada penurunan

produktivitas sebagaimana dikeluhkan informan mengenai frekuensi downtime server dan

error yang mengganggu alur kerja. Namun seiring berjalannya waktu, potensi peningkatan

efisiensi mulai terlihat ketika pengguna mengalami percepatan proses setelah sistem

mencapai tingkat stabilitas tertentu.
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Aspek adaptasi pengguna sebagai faktor eksternal menempati peran krusial dalam

keberhasilan implementasi CTAS. Respons informan menunjukkan pola perkembangan dari

frustasi awal menuju penerimaan seiring membaiknya stabilitas sistem dan tersedianya sarana

pendukung seperti pelatihan, tutorial, dan saluran pengaduan. Fenomena ini memperkuat

proposisi TAM mengenai pentingnya fase transisi dalam adopsi teknologi baru.

Analisis Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan melalui Integrasi Sistem pada CTAS

Implementasi CTAS menunjukkan transformasi dalam administrasi perpajakan

Indonesia, khususnya dari sudut pandang pengguna seperti konsultan pajak. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan, informan secara umum menilai bahwa sistem CTAS membawa

pembaruan penting dalam upaya efisiensi dan akurasi pelaporan perpajakan. Dalam kerangka

Technology Acceptance Model (TAM), persepsi terhadap kegunaan (Perceived Usefulness)

dan kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) merupakan dua faktor utama yang

memengaruhi sikap dan penerimaan pengguna terhadap sistem baru. Kedua aspek ini

tercermin secara nyata dalam pengalaman para informan saat menggunakan CTAS.

Salah satu elemen utama yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pengguna adalah

fitur prepopulated data. Dalam sistem CTAS, informasi yang relevan seperti data Pajak

Masukan (PM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) telah tersedia secara lengkap dan terintegrasi. Ini mencerminkan peningkatan kualitas

sistem dalam menyediakan data yang akurat dan real-time, yang berdampak langsung

terhadap kecepatan dan ketepatan proses pelaporan. Beberapa informan bahkan menyebutkan

bahwa data transaksi yang belum dicatat oleh klien mereka sudah muncul secara otomatis

dalam sistem. Hal ini memperlihatkan integrasi lintas sistem yang efektif dan memperkuat

persepsi kegunaan sistem—yakni bahwa CTAS mampu mendukung tugas pengguna dengan

lebih efisien dibandingkan sistem sebelumnya.
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Lebih jauh lagi, fitur “Setor = Lapor” merupakan contoh nyata bagaimana CTAS

menyederhanakan proses bisnis. Jika pada sistem sebelumnya pelaporan SPT harus dilakukan

secara manual setelah proses pembayaran dilakukan, kini keduanya telah disatukan. Efisiensi

ini mengurangi risiko keterlambatan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal

ini selaras dengan aspek Perceived Usefulness dalam TAM, karena sistem terbukti

mempermudah pekerjaan pengguna dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas mereka.

Peningkatan efisiensi juga diperkuat dengan integrasi fitur surat-menyurat dalam

sistem CTAS. Pengguna tidak lagi harus menggunakan saluran komunikasi terpisah untuk

menangani dokumen resmi seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan (SP2DK), karena semua proses akan difasilitasi langsung melalui platform CTAS.

Meski beberapa fitur ini belum sepenuhnya diimplementasikan, arah pengembangan sistem

memperlihatkan komitmen untuk membentuk ekosistem administrasi perpajakan yang

terpusat, terpadu, dan efisien. Dengan demikian, CTAS tidak hanya mendukung otomatisasi

proses, tetapi juga memperkuat aspek facilitating conditions sebagai faktor eksternal dalam

model TAM, yaitu tersedianya infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai dalam

membantu pengguna menjalankan tugas mereka.

Namun demikian, sejumlah kendala juga muncul yang menghambat potensi efisiensi

dari sistem CTAS. Permasalahan teknis seperti error sistem, keterlambatan pemuatan data,

dan server down saat mendekati tenggat waktu pelaporan menjadi hambatan serius. Meskipun

CTAS dirancang untuk mengurangi waktu kerja administratif, dalam praktiknya kondisi

sistem yang tidak stabil justru mengharuskan pengguna menyelesaikan tugas jauh lebih awal

untuk menghindari sistem yang belum stabil. Hal ini memengaruhi Perceived Ease of Use,

karena sistem yang tidak konsisten performanya akan menimbulkan persepsi bahwa sistem

sulit digunakan dalam kondisi riil.
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Selain itu, permasalahan dalam pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga

menjadi isu penting yang berdampak pada efisiensi. Ketika NIK wajib pajak belum

dipadankan dalam sistem, pengguna terpaksa menggunakan NIK sementara dan melakukan

pembetulan pada periode saat digunakannya NIK sementara itu. Proses ini jelas menambah

beban kerja dan bertentangan dengan konsep efisiensi yang ingin dicapai melalui CTAS.

Meski demikian, pengguna tetap menilai bahwa CTAS memiliki potensi besar dalam

mendukung reformasi perpajakan, terutama melalui digitalisasi dan integrasi sistem yang

mendalam. Hal ini ditunjukkan dalam persepsi positif pengguna terhadap manfaat sistem

dalam mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan kecepatan pelaporan, dan menyediakan

data yang lebih lengkap. Secara umum, Behavioral Intention untuk terus menggunakan

sistem ini tetap tinggi, terutama apabila kendala teknis dapat diminimalisasi di masa

mendatang.

Dari sudut pandang efisiensi, CTAS jelas membawa perubahan signifikan

dibandingkan sistem sebelumnya seperti DJP Online atau e-Faktur. Proses seperti pembuatan

ID Billing Wapu yang sebelumnya harus dilakukan satu per satu tiap transaksi kini dapat

dilakukan secara kolektif, yang mempercepat alur kerja dan mengurangi kompleksitas.

Pengurangan waktu kerja ini merupakan kontribusi langsung terhadap efisiensi administratif,

yang merupakan fokus utama dalam agenda reformasi perpajakan.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan di atas, persepsi pengguna terhadap

CTAS secara umum positif, terutama dalam hal kontribusi sistem terhadap efisiensi proses

administrasi perpajakan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, CTAS

dinilai sebagai langkah maju yang signifikan dan potensial untuk terus dikembangkan guna

mendukung sistem perpajakan yang lebih modern, responsif, dan berbasis data



MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol. 23 No. 8 Tahun 2025

Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Analisis Peningkatan Akurasi Data dalam Proses Administrasi Perpajakan melalui

Otomatisasi Sistem CTAS

a. Analisis Otomatisasi Kompensasi Lebih Bayar SPT PPh 21 dan PPN

Salah satu inovasi penting dalam sistem Core Tax Administration System (CTAS)

yang dinilai memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan akurasi administrasi

perpajakan adalah fitur otomatisasi kompensasi kelebihan bayar (Lebih Bayar/LB) pada SPT

PPh 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui fitur ini, sistem secara otomatis menarik

informasi mengenai kelebihan bayar dari masa pajak sebelumnya dan langsung

mengkompensasikannya ke masa pajak aktif berikutnya tanpa perlu intervensi manual dari

pengguna. Otomatisasi ini memberikan manfaat dalam mengurangi potensi kesalahan

manusia (human error), yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidaksesuaian data

dalam pelaporan SPT. Hal ini sejalan dengan konsep Perceived Usefulness dalam kerangka

Technology Acceptance Model (TAM), di mana sistem dinilai berguna jika mampu

meningkatkan kinerja pengguna serta membantu penyelesaian tugas secara lebih akurat. Para

informan dalam penelitian ini secara konsisten menyampaikan bahwa fitur kompensasi

otomatis di CTAS telah mengurangi beban kerja administratif dan meningkatkan akurasi

dalam pelaporan.

Namun demikian, meskipun manfaat dari otomatisasi ini sangat nyata, pelaksanaan di

lapangan masih menyisakan sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama yang diungkap

oleh informan adalah terjadinya kesalahan sistem, seperti kasus kompensasi ganda (double

kompensasi). Dalam situasi ini, sistem secara keliru menghitung kelebihan bayar sebanyak

dua kali untuk satu masa pajak yang sama, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam

pelaporan dan mewajibkan wajib pajak untuk melakukan klarifikasi secara langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perceived
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usefulness terhadap sistem cukup tinggi, aspek system quality dalam model keberhasilan

sistem informasi (DeLone & McLean, 1992) masih perlu diperkuat agar potensi akurasi yang

diharapkan benar-benar dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Selain itu, para pengguna juga membahas keterbatasan sistem dalam memberikan

fleksibilitas pemilihan masa kompensasi. Pada sistem sebelumnya, wajib pajak masih

memiliki kontrol penuh untuk menentukan ke masa pajak mana kelebihan bayar akan

dikompensasikan. Namun, dalam sistem CTAS, kompensasi hanya dapat dilakukan secara

otomatis ke masa pajak aktif berikutnya. Ketiadaan fitur untuk memilih masa tertentu ini

mengurangi fleksibilitas dalam pemanfaatan kompensasi kelebihan pembayaran pajak.

Beberapa informan bahkan menyatakan lebih memilih untuk tetap menggunakan metode

manual demi mendapatkan kontrol penuh atas masa kompensasi. Kondisi ini berkaitan erat

dengan Perceived Ease of Use dalam TAM, di mana kemudahan dan fleksibilitas penggunaan

menjadi faktor penting dalam meningkatkan adopsi teknologi.

Secara keseluruhan, implementasi fitur otomatisasi kompensasi lebih bayar dalam

CTAS menunjukkan arah reformasi digital yang progresif. Fitur ini telah memberikan

dampak positif terhadap persepsi kegunaan sistem oleh pengguna serta meningkatkan akurasi

secara substansial. Namun, untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, perlu dilakukan

evaluasi teknis yang lebih mendalam guna memperbaiki kekurangan pada aspek fleksibilitas

dan stabilitas sistem. Hal ini akan memperkuat behavioral intention pengguna untuk terus

menggunakan sistem CTAS dan mendukung keberhasilan reformasi administrasi perpajakan

secara menyeluruh.

b. Analisis Pemadanan NIK dalam Pembuatan Bukti Potong PPh 21

Permasalahan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem CTAS

menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi
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administrasi perpajakan, masih terdapat hambatan signifikan dalam implementasinya. Dalam

konteks Technology Acceptance Model (TAM), permasalahan ini berkaitan erat dengan

persepsi terhadap kualitas sistem dan kemanfaatannya (Perceived Usefulness), serta

kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use). Para informan menyampaikan bahwa saat

pelaporan PPh 21, jika NIK belum berhasil dipadankan dalam sistem, sistem secara otomatis

akan menghasilkan NPWP sementara. Hal ini mungkin tidak menjadi kendala saat pelaporan

bulanan, tetapi menjadi sangat bermasalah saat akhir tahun atau ketika pegawai yang

bersangkutan mengundurkan diri, karena memerlukan proses pembetulan terhadap Bukti

Potong yang telah dibuat menggunakan NPWP sementara.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam akurasi data, di mana informasi

identitas wajib pajak tidak sepenuhnya valid dan konsisten dalam sistem. Menurut Wang dan

Strong (1996), akurasi data adalah sejauh mana data mencerminkan kebenaran dan realitas

dari objek yang direpresentasikan. Ketika NIK belum dipadankan dan sistem tidak dapat

mengenalinya secara otomatis, maka validitas dan akurasi data perpajakan menjadi terganggu.

Hal ini juga sejalan dengan teori DeLone dan McLean (1992), yang menyatakan bahwa

kualitas informasi, termasuk akurasi, adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan suatu

sistem informasi.

Lebih lanjut, dalam perspektif efisiensi dan akurasi, permasalahan pemadanan NIK

berdampak pada meningkatnya beban kerja karena harus melakukan pembetulan berulang.

Ketidaksesuaian antara data identitas dan sistem dapat menurunkan kepercayaan pengguna

terhadap akurasi sistem, serta mempengaruhi sikap penerimaan mereka terhadap teknologi

baru ini.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan behavioral intention to use dan aktualisasi

penggunaan (actual system use) CTAS secara optimal, sangat penting bagi otoritas
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perpajakan untuk memastikan pemadanan NIK berjalan secara menyeluruh dan cepat.

Dengan demikian, sistem dapat menyajikan data yang lebih akurat dan terpercaya, serta

mengurangi kebutuhan akan pembetulan berulang yang selama ini justru mengurangi

efisiensi kerja. Penyelesaian masalah ini bukan hanya soal teknis semata, melainkan bagian

penting dari upaya membangun sistem administrasi perpajakan yang modern, akurat, dan

efisien sesuai dengan semangat reformasi yang diusung oleh implementasi CTAS

Analisis Kendala dan Saran Pengguna terhadap Implementasi CTAS

a. Analasis Kendala

Meskipun sistem CTAS hadir sebagai solusi reformasi administrasi perpajakan yang

menjanjikan integrasi dan otomatisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala krusial yang berdampak langsung

terhadap efisiensi dan akurasi proses administrasi perpajakan. Salah satu tantangan paling

signifikan yang diungkapkan oleh informan adalah masalah stabilitas sistem, terutama pada

periode menjelang batas akhir pelaporan atau penyetoran. Server yang lambat, error yang

sering terjadi, hingga sistem yang tidak responsif telah menjadi hambatan utama yang

mengganggu alur kerja. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama CTAS sebagai sistem

yang diharapkan mampu menyederhanakan proses dan mempercepat pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM), gangguan

teknis semacam ini memengaruhi persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use)

dan menurunkan tingkat kenyamanan serta kepercayaan pengguna terhadap sistem, yang

pada akhirnya berdampak pada minat untuk menggunakan sistem secara konsisten

(Behavioral Intention to Use).

Selain kendala teknis pada server, aspek akurasi data juga menjadi permasalahan

mendasar yang muncul dalam implementasi CTAS, terutama terkait dengan pemadanan
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Nomor Induk Kependudukan (NIK). Banyak wajib pajak yang belum berhasil dipadankan

secara sistemik, sehingga sistem secara otomatis menghasilkan NPWP sementara. Masalah

ini tidak hanya menurunkan kualitas data administrasi, tetapi juga menimbulkan beban

tambahan bagi pengguna karena harus melakukan pembetulan pada masa-masa pelaporan

terdahulu pada saat akhir tahun atau saat ada karyawan mengundurkan diri. Situasi ini

sejalan dengan argumen Wang dan Strong (1996), yang menegaskan bahwa akurasi

merupakan dimensi penting dari kualitas informasi. Ketika NIK tidak terbaca oleh sistem

atau digantikan oleh identitas sementara, validitas data dalam laporan perpajakan menjadi

dipertanyakan.

Di sisi lain, beberapa fitur dalam CTAS yang seharusnya mendorong efisiensi, justru

belum sepenuhnya optimal. Misalnya, proses pengkreditan Pajak Masukan (PM) PPN yang

masih harus dilakukan secara manual satu per satu, menyebabkan alur kerja menjadi lambat

dan menambah beban kerja, terutama bagi konsultan pajak yang menangani klien dengan

volume transaksi tinggi. Selain itu, keterbatasan sistem dalam mengekspor data Bukti

Potong (Bupot) dan Faktur Pajak juga menjadi hambatan, terutama dalam proses

rekonsiliasi dan ekualisasi data dalam jumlah besar. Ketika ekspor data dibatasi, maka

pengguna perlu melakukan proses ekspor data berulang, yang tentu berdampak negatif

terhadap efisiensi kerja.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah sistem kompensasi otomatis atas

kelebihan pembayaran pajak. Meskipun fitur ini dirancang untuk meningkatkan akurasi

pelaporan melalui otomatisasi, kenyataannya sistem tersebut belum memberikan

fleksibilitas kepada pengguna untuk menentukan masa pajak mana yang ingin

dikompensasikan, padahal dalam praktiknya, wajib pajak memiliki hak untuk memilih masa

kompensasi sesuai strategi perencanaan perpajakan mereka. Ketidaksesuaian antara
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kebutuhan pengguna dan fungsi sistem ini menimbulkan ketidakpuasan yang berdampak

terhadap persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness) sistem dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, sistem bantuan teknis yang tersedia melalui kanal seperti Kring Pajak

atau KPP, dinilai belum mampu memberikan solusi yang memadai. Beberapa informan

menyatakan bahwa ketika kendala teknis terjadi, petugas helpdesk sering kali tidak

memiliki jawaban pasti dan hanya menyarankan untuk menunggu sistem kembali stabil. Hal

ini menunjukkan belum optimalnya aspek facilitating conditions sebagai faktor eksternal

dalam kerangka TAM, yaitu ketersediaan dukungan teknis dan sumber daya yang dapat

membantu pengguna dalam mengatasi permasalahan. Dukungan yang tidak responsif akan

menurunkan pengalaman pengguna, serta menurunkan efektivitas implementasi sistem

secara keseluruhan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa meskipun CTAS telah membawa

sejumlah kemajuan dari sisi integrasi dan otomatisasi, efektivitasnya dalam meningkatkan

efisiensi dan akurasi masih terhambat oleh berbagai kendala teknis dan struktural. Dalam

konteks reformasi administrasi perpajakan, permasalahan tersebut harus segera direspons

dengan peningkatan stabilitas sistem, percepatan pemadanan data identitas, pengembangan

fitur yang lebih fleksibel, serta penyediaan layanan dukungan teknis yang tanggap.

Perbaikan aspek-aspek ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas

informasi, efisiensi proses, serta penerimaan pengguna terhadap sistem CTAS dalam jangka

panjang

b. Analisis Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui wawancara mendalam dengan para

informan, terdapat sejumlah rekomendasi yang secara diusulkan oleh pengguna untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi CTAS. Rekomendasi ini berkaitan
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langsung dengan pengalaman mereka sebagai pengguna sistem dalam menjalankan

administrasi perpajakan sehari-hari, sekaligus mencerminkan persepsi mereka terhadap

kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use), kemanfaatan sistem (Perceived

Usefulness), serta harapan terhadap peningkatan akurasi dan efisiensi dalam konteks

reformasi sistem perpajakan.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya peningkatan stabilitas sistem dan

performa server, terutama pada masa-masa puncak menjelang batas waktu pelaporan dan

penyetoran. Gangguan teknis seperti error, lag, atau sistem yang tidak merespons dengan

baik, terbukti secara nyata menghambat kelancaran alur kerja pengguna. Dalam kerangka

Technology Acceptance Model (TAM), gangguan semacam ini berpotensi menurunkan

persepsi kemudahan dan kenyamanan penggunaan, sehingga dapat mengurangi niat

pengguna untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi

server menjadi langkah penting agar CTAS dapat memenuhi ekspektasi sebagai sistem

modern yang efisien dan andal.

Di sisi lain, proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga menjadi

fokus perhatian. Ketidaksempurnaan dalam pemadanan NIK berdampak pada

ketidakakuratan data wajib pajak dan menyebabkan munculnya NPWP sementara, yang

pada akhirnya memerlukan pembetulan SPT berulang. Hal ini tidak hanya menambah beban

kerja pengguna, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas informasi dalam pelaporan

perpajakan. Meningkatkan akurasi pemadanan NIK akan memperkuat dimensi kualitas

informasi sebagaimana dijelaskan dalam model keberhasilan sistem informasi oleh DeLone

dan McLean (1992), serta mendukung akurasi sebagai elemen penting dalam evaluasi

sistem.



MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol. 23 No. 8 Tahun 2025

Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Rekomendasi selanjutnya menyangkut penyederhanaan alur kerja administratif,

khususnya dalam proses pengkreditan Pajak Masukan (PM). Pengguna menyarankan

penambahan fitur select all untuk mempercepat pengkreditan data faktur yang jumlahnya

bisa sangat besar. Dengan adanya fitur tersebut, beban kerja akan berkurang dan efisiensi

waktu akan meningkat, sejalan dengan tujuan reformasi melalui digitalisasi dan otomasi

proses. Efisiensi ini juga akan lebih optimal apabila sistem memungkinkan ekspor data

Bukti Potong (Bupot) dan Faktur Pajak (FP) dalam jumlah besar tanpa batasan jumlah yang

menghambat proses rekonsiliasi atau ekualisasi data. Kendala teknis seperti pembatasan

jumlah data ekspor saat ini dianggap mengganggu alur kerja, padahal integrasi sistem yang

baik seharusnya mendukung keterbukaan dan pengelolaan data yang fleksibel dan responsif

terhadap kebutuhan pengguna.

Fitur kompensasi otomatis terhadap Lebih Bayar (LB) juga menuai sorotan dari para

informan. Meskipun fitur ini telah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi intervensi

manual, sistem yang tidak memberikan opsi fleksibilitas masa kompensasi dianggap

membatasi hak wajib pajak dalam merencanakan strategi perpajakan. Dalam konteks

Perceived Usefulness, sistem yang tidak sesuai dengan preferensi pengguna berisiko

menurunkan persepsi nilai guna sistem tersebut. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut

diperlukan agar sistem mampu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengguna

dalam menentukan masa kompensasi.

Selain pengembangan fitur, peran layanan dukungan teknis juga dinilai sangat

krusial. Saat ini, para pengguna sering kali mengalami kesulitan ketika mencari solusi atas

kendala teknis karena keterbatasan kapasitas dari petugas helpdesk atau KPP yang belum

sepenuhnya responsif dan solutif. Hal ini menandakan perlunya penguatan kompetensi dan

alur penanganan keluhan, agar pengguna tidak dibiarkan dalam ketidakpastian yang dapat

memperpanjang proses penyelesaian masalah administratif. Dalam konteks TAM, dukungan
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teknis merupakan faktor eksternal penting yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan dan

kepuasan pengguna terhadap sistem.

Akhirnya, para informan menekankan pentingnya mekanisme umpan balik yang

efektif dari Direktorat Jenderal Pajak. Mereka berharap agar setiap masukan dan kendala

yang mereka sampaikan dapat diakomodasi dalam bentuk perbaikan sistem secara

berkelanjutan. Komitmen terhadap continuous improvement ini sangat penting untuk

menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tetap

adaptif terhadap dinamika kebutuhan administrasi perpajakan. Dalam jangka panjang,

proses iteratif yang melibatkan partisipasi aktif pengguna ini akan memperkuat

implementasi CTAS sebagai sistem administrasi perpajakan yang tidak hanya efisien dan

akurat, tetapi juga diterima dan digunakan secara luas oleh seluruh lapisan pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara yang

mendalam terkait perspektif pengguna terhadap CTAS dalam meningkatkan efisiensi dan

akurasi pada sistem administrasi perpajakan yang dilakukan di PT X, peneliti dapat

menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Sebelum implementasi CTAS dilakukan, sistem administrasi perpajakan menggunakan

sistem yang terpisah seperti e-SPT, DJP Online, dan e-Faktur. Kendala signifikan yang

dialami pengguna adalah pada sistem e-Faktur yang berbasis database lokal yang hanya

bisa diakses di satu perangkat. Dengan diberlakukannya implementasi CTAS, pengguna

merasakan pekerjaan administrasi perpajakan menjadi lebih mudah karena adanya integrasi

sistem yang merupakan langkah maju dalam reformasi administrasi perpajakan menuju

sistem yang lebih terpadu dan komprehensif. Di sisi lain, sistem CTAS ternyata belum siap

untuk diakses secara masal oleh banyak wajib pajak sehingga sistem sering mengalami
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error dan downtime. Pengguna menyatakan bahwa seiring waktu, perbaikan terus dilakukan

sedikit demi sedikit sehingga mereka menjadi terbiasa menggunakan CTAS. Ini

menunjukkan bahwa meskipun integrasi sistem merupakan salah satu langkah dalam

reformasi perpajakan di Indonesia, tantangan teknis seperti sistem yang belum stabil masih

perlu dikembangkan agar dapat mencapai reformasi perpajakan dari sisi efisiensi. Reformasi

administrasi perpajakan melalui CTAS adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan

adaptasi dari pengguna dan perbaikan dari pengembang.

2. CTAS berhasil meningkatkan integrasi data dan proses administrasi perpajakan, terutama

melalui kelengkapan data prepopulated yang dinilai lebih baik dibandingkan sistem

sebelumnya. Fitur “Setor = Lapor” menjadi inovasi penting karena menyederhanakan

proses pelaporan SPT secara otomatis setelah pembayaran dilakukan, sehingga mengurangi

langkah manual dan risiko keterlambatan pelaporan. Integrasi layanan lain seperti surat-

menyurat dan rencana SP2DK dalam satu sistem juga menunjukkan bahwa CTAS

dikembangkan sebagai platform yang semakin terpusat. Dari segi efisiensi, proses

administrasi dapat berjalan cepat jika data telah disiapkan lebih awal, termasuk efisiensi

dalam pembuatan ID Billing PPN Wapu yang kini cukup satu untuk seluruh transaksi.

Namun, kendala seperti lambatnya respons sistem dan error menjelang batas waktu

pelaporan masih menjadi hambatan. Meski demikian, antarmuka CTAS dinilai cukup

mudah digunakan, didukung pelatihan dan akses berbasis web yang memudahkan pengguna

bekerja dari berbagai lokasi.

3. Otomatisasi dalam sistem CTAS memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akurasi

data perpajakan, khususnya melalui fitur kompensasi lebih bayar (LB) yang mengurangi

kesalahan manual dengan menarik dan mengompensasikan data secara otomatis ke masa

pajak berikutnya. Namun, keterbatasan tetap ada karena pengguna tidak dapat memilih

masa kompensasi, dan sempat terjadi kasus kompensasi ganda pada masa transisi. Akurasi
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juga terlihat dari data prepopulated yang dianggap lengkap dan valid oleh pengguna,

sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaporan SPT. Meskipun begitu, beberapa proses

seperti pengkreditan faktur pajak masukan masih dilakukan secara manual dan berpotensi

menimbulkan error. Selain itu, riwayat transaksi yang terdokumentasi dengan baik di CTAS

turut mendukung transparansi dan akurasi data. Tantangan yang masih cukup besar adalah

pada proses pemadanan NIK, yang belum sepenuhnya berjalan lancar dan sering

menyebabkan penggunaan NPWP sementara, sehingga mempersulit pelaporan dan validasi

data identitas wajib pajak.

4. Implementasi CTAS masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup menghambat

efektivitas sistem. Masalah paling utama adalah ketidakstabilan server yang sering error

atau down, terutama menjelang tenggat waktu pelaporan, sehingga mengganggu kelancaran

pekerjaan. Pemadanan NIK yang belum menyeluruh juga menjadi persoalan serius, karena

menyebabkan penggunaan NPWP sementara dan mempersulit pembuatan dokumen seperti

Bupot A1. Selain itu, beberapa proses masih bersifat manual, seperti pengkreditan Pajak

Masukan yang harus dilakukan satu per satu, serta adanya batasan jumlah data yang dapat

diekspor, yang menyulitkan saat ingin menarik data dalam jumlah besar. Fitur kompensasi

lebih bayar juga dianggap kurang fleksibel karena tidak memungkinkan pemilihan masa

pajak secara manual. Sementara itu, layanan bantuan teknis seperti Kring Pajak dan KPP

belum mampu memberikan solusi langsung, membuat pengguna sering kali tidak

mendapatkan dukungan yang memadai saat mengalami kendala.

5. Pengguna sistem CTAS menyarankan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan

kenyamanan penggunaan. Hal utama yang perlu diperbaiki adalah stabilitas server agar

tetap andal meski dalam kondisi traffic tinggi. Proses pemadanan NIK juga perlu

disempurnakan agar tidak lagi bergantung pada NPWP sementara. Dari sisi efisiensi,

pengguna mengusulkan penambahan fitur “select all” untuk pengkreditan Pajak Masukan
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serta peningkatan batas ekspor data agar mendukung proses kerja dalam skala besar. Selain

itu, sistem kompensasi lebih bayar sebaiknya dibuat lebih fleksibel dengan memberi pilihan

masa kompensasi kepada wajib pajak. Tak kalah penting, layanan bantuan teknis diharapkan

lebih responsif dan mampu memberikan solusi yang jelas. Secara keseluruhan, pengguna

berharap adanya perbaikan yang berkelanjutan dari DJP berdasarkan masukan yang telah

disampaikan.
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